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Abstract
The childfree phenomenon in Muslim marriage has become a contemporary issue that raises legal and religious
debates because it is closely related to the objectives of marriage in Islam, particularly the principle of hifz al-
nasl as one of the objectives of maqasid al-shari‘ah. This study aims to analyze the relevance of hifz al-nasl to
the childfree phenomenon in Islamic marriage law and to examine its legal position based on the Qur'an, Hadith,
classical Islamic jurisprudence, and Indonesian positive law. This research employs a normative legal method
using conceptual and statutory approaches. Primary legal materials consist of the Qur'an, Hadith, Law Number 1
of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law, while
secondary materials include classical figh literature, scholarly books, and journal articles. The data were analyzed
qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that hifz al-nasl constitutes one of the
essential objectives of Islamic law, emphasizing the preservation of lineage as a fundamental purpose of marriage.
However, Islamic law does not explicitly obligate every married couple to have children; therefore, the childfree
decision cannot be judged absolutely. It may be considered conditionally acceptable when based on legitimate
reasons, mutual agreement between spouses, and consistency with the principles of public welfare (maslahah)
and the objectives of marriage. Accordingly, hifz al-nasl remains a relevant normative framework for addressing
contemporary issues of reproduction and Muslim family life.
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Abstrak

Fenomena childfree dalam perkawinan Muslim menjadi isu kontemporer yang memunculkan perdebatan karena
berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, khususnya prinsip hifz al-nasl sebagai bagian dari maqasid al-
syari‘ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum
perkawinan Islam serta mengkaji kedudukan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan hukum positif
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan
perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi
Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku ilmiah, dan artikel jurnal. Data
dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hifz al-
nasl merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menempatkan keberlangsungan keturunan sebagai bagian
penting dari tujuan perkawinan. Meskipun demikian, hukum Islam tidak mewajibkan setiap pasangan untuk
memiliki anak sehingga praktik childfree tidak dapat dinilai secara mutlak. Keputusan childfree dapat dipahami
secara kondisional apabila didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, dilakukan atas kesepakatan suami
istri, serta tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Dengan demikian, konsep hifz
al-nasl tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merespons dinamika reproduksi dan keluarga Muslim di
era modern.
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PENDAHULUAN
Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial yang
bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ichrom et al., 2024). Selain

menjadi sarana membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, perkawinan juga diarahkan untuk



2822 Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 4, No. 2, June-September 2026, hal. 2821-2832

merealisasikan salah satu tujuan utama maqasid al-syari‘ah, yaitu hifz al-nasl (memelihara keturunan).
Prinsip hifz al-nasl tidak hanya dimaknai sebagai upaya melahirkan generasi penerus, tetapi juga
menjaga keberlangsungan eksistensi umat, kejelasan nasab, perlindungan hak-hak anak, serta
keberlanjutan fungsi keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan keturunan memiliki
posisi yang sangat strategis dalam konsep hukum perkawinan Islam dan menjadi salah satu indikator
tercapainya tujuan perkawinan (Sukataman et al., 2025).

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai perubahan terhadap cara pandang
mengenai perkawinan dan keluarga. Salah satu fenomena yang semakin banyak diperbincangkan adalah
childfree, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sadar meskipun secara
biologis memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan. Fenomena ini berkembang di berbagai
negara dan mulai memperoleh perhatian di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat urban dan
generasi muda. Pilihan tersebut umumnya didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti karier,
kondisi ekonomi, kesehatan mental, kebebasan individu, maupun alasan lingkungan hidup. Kehadiran
fenomena ini menunjukkan adanya perubahan orientasi sebagian pasangan dalam memaknai tujuan
perkawinan (Fathiah et al., 2023).

Fenomena childfree juga memperoleh perhatian dari berbagai kalangan karena menimbulkan
perdebatan yang cukup luas. Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, munculnya fenomena
childfree menghadirkan persoalan normatif mengenai sejauh mana keputusan tersebut selaras dengan
tujuan perkawinan menurut syariat. Tujuan pernikahan dalam Islam menunjukkan bahwa keturunan
merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga Muslim sekaligus menjadi manifestasi dari
prinsip hifz al-nasl sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam (Iffatin Nur & Reni Puspitasari, 2023).

Meskipun demikian, hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan bahwa setiap pasangan
wajib memiliki anak. Dalam khazanah fikih klasik dikenal konsep 'azl, yaitu pengaturan reproduksi
yang pada kondisi tertentu diperbolehkan atas persetujuan suami dan istri. Keberadaan konsep tersebut
menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap pengaturan kelahiran dengan
mempertimbangkan aspek kemaslahatan (Zuhriah & Sukadi, 2022). Persoalan yang kemudian muncul
adalah apakah praktik childfree yang merupakan keputusan permanen untuk tidak memiliki keturunan
dapat disamakan dengan konsep 'azl yang pada dasarnya bersifat sementara. Pertanyaan inilah yang
menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan bertujuan
membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Saiin et al.,
2024). Namun demikian, regulasi tersebut tidak mengatur secara tegas kewajiban pasangan untuk
memiliki anak maupun memberikan sanksi terhadap pilihan childfree. Kondisi tersebut membuka ruang
interpretasi mengenai hubungan antara hak reproduksi pasangan suami istri, tujuan perkawinan, serta

implementasi prinsip hifz al-nasl dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.
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Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas fenomena childfree dari perspektif sosial,
psikologi, hak reproduksi, dan gender, sedangkan kajian yang secara khusus menghubungkan fenomena
tersebut dengan konsep hifz al-nasl dalam hukum perkawinan Islam masih relatif terbatas (Syarafuddin
& Fauzi, 2023). Padahal, hifz al-nasl merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan keluarga
menurut Islam sekaligus menjadi dasar dalam memahami berbagai persoalan reproduksi modern
(Prasetiyo & Laksono, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum perkawinan Islam dengan mengkaji
kedudukan childfree, tujuan perkawinan, hak reproduksi pasangan suami istri, serta implikasinya
terhadap pembangunan keluarga Muslim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam merespons dinamika

kehidupan keluarga di era modern melalui pendekatan maqasid al-syari‘ah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan
menganalisis relevansi konsep hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum perkawinan Islam
(Lou et al., 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach)
dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk
mengkaji teori maqasid al-syari‘ah, khususnya konsep hifz al-nasl, serta berbagai pandangan ulama
mengenai tujuan perkawinan, keturunan, dan pengaturan reproduksi dalam Islam (Yasid, 2010).
Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang
berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi
Hukum Islam.

Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan,
sedangkan bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih, buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil
penelitian terdahulu yang relevan dengan tema childfree, maqasid al-syari‘ah, dan hukum perkawinan
Islam (Ali, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan
hubungan antara prinsip hifz al-nasl dan fenomena childfree dalam perspektif hukum perkawinan Islam
(Marzuki, 2011). Melalui metode tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai kedudukan childfree serta relevansinya dengan tujuan perkawinan dan pengembangan hukum

keluarga Islam kontemporer.

HASIL DAN DISKUSI
Konsep Hifz al-Nasl sebagai Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam
Konsep hifz al-nasl merupakan salah satu dari lima tujuan pokok (al-darfiriyyat al-khams) dalam

teori maqasid al-syari‘ah yang dirumuskan oleh para ulama usul fikih. Secara etimologis, hifz berarti
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menjaga, memelihara, atau melindungi, sedangkan al-nasl berarti keturunan atau generasi. Dengan
demikian, hifz al-nasl dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan manusia agar tetap
berlangsung secara sah, terhormat, dan terlindungi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsep ini
tidak hanya berorientasi pada aspek biologis berupa kelahiran anak, tetapi juga mencakup perlindungan
terhadap nasab, hak-hak anak, kehormatan keluarga, serta kesinambungan generasi yang berkualitas.
Oleh karena itu, hifz al-nasl menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan hukum keluarga
Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia dan stabilitas masyarakat
(Setiawan, 2025).

Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, para ulama seperti Imam al-Ghazali, al-Syathibi, Ibn
'Ashur, dan Wahbah al-Zuhaili menempatkan hifz al-nasl sebagai kebutuhan primer (dartriyyah) yang
harus dipelihara bersama dengan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-
'aql), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam
pembentukan berbagai ketentuan hukum Islam. Perlindungan terhadap keturunan dipandang sangat
penting karena tanpa adanya keberlangsungan generasi, eksistensi manusia dan masyarakat akan
mengalami kemunduran (Harisudin & Choriri, 2021). Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan
berbagai aturan mengenai perkawinan, larangan zina, penetapan nasab, kewajiban nafkah, pengasuhan
anak, hingga hukum waris sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Dengan
demikian, hifz al-nasl bukan sekadar tujuan individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang
bertujuan menciptakan ketertiban dan keberlangsungan peradaban manusia (Sukataman et al., 2025).

Urgensi hifz al-nasl dalam hukum Islam dapat dipahami melalui berbagai ketentuan syariat yang
mengatur proses pembentukan keluarga. Islam menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya institusi
yang sah untuk melahirkan keturunan sehingga nasab anak dapat terjamin secara hukum maupun
agama. Melalui perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi syar'i,
sekaligus melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak terhadap pasangan maupun
anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, tujuan menjaga keturunan tidak
hanya diwujudkan melalui kelahiran anak, tetapi juga melalui penciptaan lingkungan keluarga yang
mampu memberikan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak dasar anak
sebagai generasi penerus umat. Perspektif ini menunjukkan bahwa hifz al-nasl memiliki makna yang
jauh lebih luas dibandingkan sekadar aspek reproduksi biologis (Hamzah et al., 2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dorongan yang kuat agar umat Islam membangun
keluarga yang mampu melahirkan generasi penerus. Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa
anjuran tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewajiban mutlak bagi setiap pasangan. Islam tetap
mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu, seperti faktor kesehatan, infertilitas, maupun pertimbangan
kemaslahatan lainnya yang menyebabkan pasangan belum atau tidak memperoleh keturunan.
Pandangan para ulama mengenai tujuan perkawinan juga memperlihatkan hubungan yang erat antara

institusi perkawinan dan hifz al-nasl (Silmi, 2024).
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Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu hikmah utama perkawinan adalah menjaga
keberlangsungan keturunan sehingga eksistensi manusia tetap terpelihara sesuai kehendak Allah Swt.
Ibn Qudamah dalam al-Mughni juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, memelihara nasab, dan
melahirkan generasi yang saleh. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa keturunan
merupakan amanah yang harus dipelihara melalui pendidikan, pembinaan akhlak, dan pemenuhan hak-
haknya. Pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep hifz al-nasl tidak berhenti pada
proses reproduksi, tetapi mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam membentuk generasi yang
berkualitas (Al-Qaradawi, 2006).

Dalam hukum perkawinan Islam, kedudukan keturunan memiliki konsekuensi hukum yang
sangat luas karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan keluarga. Kejelasan nasab menjadi dasar
dalam penetapan hak-hak keperdataan anak, seperti hak memperoleh nafkah, pengasuhan (hadanah),
perwalian, kewarisan, serta perlindungan hukum lainnya. Oleh sebab itu, Islam menetapkan berbagai
aturan yang bertujuan menjaga kejelasan hubungan nasab melalui perkawinan yang sah. Larangan zina,
kewajiban masa idah, ketentuan li'an, dan berbagai aturan mengenai pembuktian nasab merupakan
bentuk implementasi dari prinsip hifz al-nasl. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan keturunan bukan
hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan
terhadap hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat (Ichrom et al., 2024).

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa hifz al-nasl menjadi prinsip fundamental dalam hukum
perkawinan Islam yang tidak hanya menekankan pentingnya melahirkan keturunan, tetapi juga menjaga
kualitas, kehormatan, dan keberlangsungan generasi melalui mekanisme yang sesuai dengan syariat
(Djun’astuti et al., 2022). Perkawinan diposisikan sebagai institusi yang mendukung terwujudnya
tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak secara
seimbang. Pada saat yang sama, hukum Islam juga menunjukkan fleksibilitas dalam mengatur persoalan
reproduksi melalui konsep-konsep fikih seperti 'azl, sehingga prinsip hifz al-nasl tidak dapat dipahami
secara kaku, melainkan harus dilihat dalam kerangka maqasid al-syari‘ah yang mengedepankan
kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga Muslim.
Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Fenomena childfree merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keputusan
pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun secara biologis
memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Berbeda dengan pasangan yang belum memiliki anak karena
faktor medis atau infertilitas, childfree lahir dari pilihan yang disengaja (voluntary childlessness) dan
didasarkan pada pertimbangan pribadi maupun kesepakatan bersama. Dalam beberapa dekade terakhir,
fenomena ini berkembang di berbagai negara sebagai konsekuensi dari perubahan nilai sosial,
meningkatnya kesadaran terhadap hak reproduksi, serta menguatnya prinsip otonomi individu dalam

menentukan pilihan hidup (Syarafuddin & Fauzi, 2023).
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Di Indonesia, isu childfree mulai mendapat perhatian luas setelah banyak diperbincangkan
melalui media sosial, podcast, dan berbagai platform digital yang menghadirkan pandangan beragam
mengenai makna keluarga modern. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa childfree tidak lagi
dipandang sebagai persoalan privat semata, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum, sosial, budaya,
dan keagamaan yang memerlukan analisis komprehensif. Dalam konteks masyarakat Muslim,
fenomena ini menjadi semakin menarik karena berhadapan dengan nilai-nilai normatif Islam yang
menempatkan keluarga sebagai institusi yang memiliki fungsi reproduksi sekaligus fungsi pendidikan,
perlindungan, dan regenerasi umat (April & Saiin, 2021).

Meningkatnya kecenderungan pasangan memilih childfree dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang paling dominan, terutama karena
meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Banyak
pasangan memandang bahwa membesarkan anak membutuhkan kesiapan finansial yang memadai agar
dapat memberikan kualitas hidup yang baik. Selain itu, faktor karier juga menjadi pertimbangan
penting, khususnya bagi pasangan yang ingin memaksimalkan pengembangan profesi dan khawatir
bahwa kehadiran anak akan membatasi mobilitas serta kesempatan untuk mencapai tujuan karier
(Yahya, 2017).

Faktor psikologis juga berperan besar, seperti trauma masa kecil, ketakutan terhadap tanggung
jawab sebagai orang tua, kecemasan menghadapi proses kehamilan dan persalinan, hingga
kekhawatiran tidak mampu memberikan pola pengasuhan yang ideal. Sebagian pasangan juga
mendasarkan keputusan childfree pada alasan kesehatan, baik karena adanya risiko medis bagi ibu
maupun kemungkinan mewariskan penyakit genetik kepada keturunannya. Faktor-faktor tersebut
menunjukkan bahwa keputusan childfree umumnya tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan
merupakan hasil pertimbangan multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi pribadi, keluarga,
maupun lingkungan sosial (Prasetiyo & Laksono, 2024).

Selain faktor internal, perkembangan childfree juga dipengaruhi oleh perubahan budaya yang
terjadi akibat globalisasi dan modernisasi. Arus informasi yang semakin terbuka memungkinkan
masyarakat mengakses berbagai pandangan mengenai gaya hidup yang sebelumnya kurang dikenal
dalam budaya Indonesia. Konsep kebebasan individu, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap
hak reproduksi semakin menguat dan mendorong munculnya paradigma baru mengenai makna
perkawinan. Jika dalam masyarakat tradisional perkawinan hampir selalu dikaitkan dengan kehadiran
keturunan sebagai tujuan utama, maka sebagian masyarakat modern mulai memandang bahwa
kebahagiaan rumah tangga tidak selalu ditentukan oleh keberadaan anak (Aisyah et al., 2023).

Perubahan paradigma tersebut diperkuat oleh meningkatnya tingkat pendidikan, urbanisasi, serta
perubahan struktur ekonomi yang menjadikan keluarga lebih kecil dan berorientasi pada kualitas hidup.
Namun demikian, dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai religius, keputusan
childfree sering kali memperoleh penilaian negatif karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan

perkawinan menurut ajaran agama. Perbedaan cara pandang ini menjadikan fenomena childfree sebagai
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salah satu isu yang terus memunculkan perdebatan dalam kehidupan sosial maupun dalam diskursus
hukum Islam kontemporer (Syarafuddin & Fauzi, 2023).

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, keberadaan keturunan memiliki kedudukan yang
sangat penting sebagai bagian dari tujuan pembentukan keluarga. Para ulama dari berbagai mazhab
pada umumnya sepakat bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu hikmah utama
disyariatkannya perkawinan. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan menjaga
keberlangsungan keturunan agar bumi tetap dihuni oleh manusia yang beriman dan mampu
menjalankan amanah sebagai khalifah Allah (Hasibuan, 2020).

Ibn Qudamah menegaskan bahwa melalui perkawinan, manusia tidak hanya menjaga kehormatan
diri dari perbuatan yang dilarang syariat, tetapi juga menjaga kesinambungan nasab yang sah. Yusuf al-
Qaradawi menambahkan bahwa keturunan merupakan amanah yang harus dipersiapkan melalui
pendidikan dan pembinaan akhlak sehingga mampu menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama dan
masyarakat. Pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa kehadiran anak dipandang sebagai
bagian dari kemaslahatan yang dianjurkan oleh syariat, meskipun tidak semua pasangan memiliki
kesempatan yang sama untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, anjuran memiliki anak tidak
dapat dipahami sebagai kewajiban mutlak yang menghilangkan pertimbangan kondisi individual setiap
pasangan.

Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk menikah dengan perempuan yang penyayang
dan subur karena beliau berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Dalil-dalil tersebut
menunjukkan bahwa Islam memberikan dorongan positif terhadap lahirnya generasi penerus. Akan
tetapi, tidak ditemukan satu pun nash yang secara eksplisit menetapkan bahwa setiap pasangan wajib
memiliki anak atau menjadikan tidak memiliki anak sebagai perbuatan yang dilarang secara mutlak.
Dengan demikian, hukum mengenai childfree memerlukan pendekatan ijtihad yang
mempertimbangkan tujuan syariat, konteks sosial, dan kemaslahatan yang melatarbelakangi keputusan
tersebut.

Ditinjau dari perspektif fikih, penilaian terhadap praktik childfree tidak dapat dilakukan secara
sederhana hanya dengan menyatakan boleh atau tidak boleh. Kaidah-kaidah fikih mengajarkan bahwa
setiap persoalan baru harus dianalisis berdasarkan sebab, tujuan, serta dampak yang ditimbulkannya.
Apabila keputusan childfree didasarkan pada alasan medis yang membahayakan keselamatan ibu,
kondisi psikologis yang berat, atau pertimbangan kemaslahatan lain yang dapat dibenarkan secara
syariat, maka keputusan tersebut memiliki ruang untuk dipertimbangkan melalui pendekatan maqasid
al-syari‘ah. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut didasarkan pada sikap menolak keberadaan
keturunan karena menganggap anak sebagai beban semata atau sebagai bentuk penolakan terhadap
tujuan perkawinan yang dianjurkan syariat, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip
hifz al-nasl. Oleh sebab itu, hukum childfree bersifat kontekstual dan tidak dapat dipukul rata bagi
seluruh pasangan, karena setiap kasus memiliki latar belakang dan tingkat kemaslahatan yang berbeda
(Warman et al., 2023).
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Pembahasan mengenai childfree juga perlu dibedakan dari konsep 'azl yang telah dikenal dalam
literatur fikih klasik. 'Azl merupakan metode pengaturan kelahiran dengan cara mengeluarkan sperma
di luar rahim istri sebelum terjadi pembuahan. Mayoritas ulama membolehkan praktik tersebut selama
dilakukan atas persetujuan istri dan tidak menimbulkan kemudaratan. Kebolehan 'azl didasarkan pada
sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat pernah melakukannya pada masa Rasulullah saw.,
dan Nabi tidak melarang praktik tersebut.

Relevansi Hif7 al-Nasl terhadap Fenomena Childfree dalam Hukum Perkawinan Islam

Konsep hifz al-nasl memiliki relevansi yang sangat erat dengan fenomena childfree karena
keduanya sama-sama berkaitan dengan keberlangsungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama
disyariatkannya perkawinan. Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, hifz al-nasl tidak hanya dipahami
sebagai upaya melahirkan anak, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga keberlangsungan generasi
manusia melalui keturunan yang sah, perlindungan nasab, pemenuhan hak-hak anak, serta pembentukan
keluarga yang berkualitas (Munir, 2021). Oleh karena itu, praktik childfree tidak dapat dinilai hanya
dari keputusan untuk tidak memiliki anak, melainkan harus dianalisis berdasarkan sejauh mana
keputusan tersebut memengaruhi tercapainya tujuan syariat.

Apabila childfree dipilih semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap fungsi reproduksi yang
menjadi salah satu hikmah perkawinan, maka praktik tersebut berpotensi mengurangi implementasi
prinsip hifz al-nasl. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut didasarkan pada kondisi medis, psikologis,
atau pertimbangan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka analisis hukumnya
memerlukan pendekatan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan tujuan
syariat. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi hifz al-nasl tidak terletak pada kewajiban mutlak untuk
memiliki keturunan, tetapi pada upaya menjaga kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam
(Silmi, 2024).

Pemahaman terhadap hifz al-nasl juga perlu diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip lain dalam
hukum Islam, terutama berkaitan dengan hak reproduksi pasangan suami istri. Islam memberikan
penghormatan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan atas jiwa, kesehatan, dan
martabatnya, sehingga keputusan mengenai reproduksi tidak dapat dipisahkan dari prinsip hifz al-nafs
dan nilai keadilan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan perkawinan, keputusan mengenai kehamilan
dan keturunan idealnya merupakan hasil musyawarah antara suami dan istri yang dilandasi sikap saling
menghormati serta mempertimbangkan kondisi masing-masing (Rasidin et al., 2023).

Pendekatan maqasid al-syari‘ah memberikan ruang bagi penerapan prinsip kemaslahatan dalam
menilai praktik childfree. Salah satu kaidah fikih menyatakan bahwa hukum dapat berubah mengikuti
perubahan kondisi, tempat, dan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat
pasti. Berdasarkan pendekatan tersebut, keputusan childfree yang lahir karena alasan kesehatan
reproduksi, risiko medis yang membahayakan ibu, gangguan psikologis yang berat, atau kondisi
tertentu yang dapat mengancam keselamatan keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya

menjaga kemaslahatan. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut didasarkan pada sikap yang menolak
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keberadaan anak tanpa alasan yang dapat dibenarkan serta mengabaikan tujuan perkawinan dalam
Islam, maka praktik tersebut kurang sejalan dengan orientasi hifz al-nasl.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik childfree juga tidak diatur secara eksplisit
sebagai perbuatan yang dilarang maupun diwajibkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan
bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati
perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Meskipun demikian, kedua regulasi tersebut
tidak mengandung norma yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak ataupun
memberikan sanksi hukum bagi pasangan yang memilih hidup tanpa keturunan (Jakiyah & Amelda,
2023).

Meskipun tidak terdapat larangan eksplisit, praktik childfree tetap memiliki implikasi terhadap
kehidupan keluarga Muslim. Dari sisi keberlangsungan keluarga, keputusan untuk tidak memiliki
keturunan dapat memengaruhi fungsi regenerasi keluarga yang selama ini menjadi salah satu
karakteristik utama institusi perkawinan dalam Islam. Keberadaan anak tidak hanya berfungsi sebagai
penerus garis keturunan, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai-nilai agama, budaya, dan tanggung
jawab sosial kepada generasi berikutnya. Dalam perspektif hukum Islam, keberlanjutan nasab memiliki
konsekuensi terhadap berbagai aspek hukum, seperti kewarisan, perwalian, hubungan mahram, serta
tanggung jawab keluarga terhadap generasi penerus (Khakim & Ardiyanto, 2020).

Di sisi lain, konsep hifz al-nasl memberikan kontribusi penting dalam menjawab dinamika
persoalan reproduksi pada era modern. Perubahan sosial, perkembangan teknologi kesehatan
reproduksi, meningkatnya kesadaran mengenai hak-hak perempuan, serta perubahan pola kehidupan
keluarga menuntut hukum Islam untuk terus melakukan pembacaan yang kontekstual tanpa
meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan maqasid al-syari‘ah memungkinkan para ahli
hukum Islam melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru dengan menjadikan kemaslahatan
sebagai orientasi utama.

Relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree menunjukkan bahwa hukum perkawinan
Islam memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan masyarakat melalui pendekatan yang
berorientasi pada tujuan syariat. Keputusan childfree tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan ada
atau tidaknya keturunan, melainkan harus dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan,
tanggung jawab dalam perkawinan, penghormatan terhadap hak pasangan, dan perlindungan terhadap
tujuan pembentukan keluarga. Dengan pendekatan tersebut, hifz al-nasl tetap menjadi prinsip
fundamental dalam hukum perkawinan Islam karena berfungsi menjaga keberlangsungan generasi dan
keutuhan keluarga, namun penerapannya dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kondisi yang

dihadapi setiap pasangan (Setiawan, 2025).
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Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menjawab
persoalan keluarga kontemporer, sekaligus mempertahankan nilai-nilai dasar syariat sebagai landasan
dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada

kemaslahatan.

KESIMPULAN

Konsep hifz al-nasl memiliki relevansi yang kuat terhadap fenomena childfree dalam hukum
perkawinan Islam karena merupakan salah satu tujuan utama syariat dalam menjaga keberlangsungan
keturunan dan kemaslahatan keluarga. Meskipun Islam menganjurkan memiliki keturunan sebagai
bagian dari tujuan perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan setiap
pasangan suami istri untuk memiliki anak. Oleh karena itu, praktik childfree tidak dapat dinilai secara
mutlak, tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan latar belakang, tujuan, dan kemaslahatan yang
melandasinya. Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, keputusan childfree dapat dipahami secara
kondisional selama didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, dilakukan atas kesepakatan kedua
belah pihak, serta tidak bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl dan tujuan pembentukan keluarga yang

harmonis, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan.
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